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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang 

sangat luas yang terdiri dari 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.290 km. 

Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km². Dengan luasnya lautan yang 

ada, banyak potensi kekayaan laut yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan 

rakyat Indonesia. Selain ikan, berbagai sumber daya lain juga terdapat di dalam 

laut seperti rumput laut, terumbu karang dan lain sebagainya. Semuanya memiliki 

nilai ekonomi yang sangat besar untuk kesejahteraan rakyat, terutama para 

nelayan dan masyarakat pesisir. Akan tetapi, pemanfaatan kekayaan laut tersebut 

dilakukan terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Banyak 

diantaranya melakukan penangkapan ikan secara ilegal atau bahkan karena untuk 

mendapatkan hasil yang banyak, mereka menangkap ikan dengan menggunakan 

bahan peledak, pukat harimau, cantrang dan lain sebagainya yang mana alat 

tersebut mampu merusak keseimbangan ekosistem yang ada di laut. 

Dalam Islam disebutkan bahwa terdapat tuntutan bagi umat manusia untuk 

menjaga lingkungan hidup baik di darat dan di laut. Kerusakan alam dan 

lingkungan hidup yang ada saat ini merupakan akibat dari perbuatan umat 

manusia. Disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman: 
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Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 

yang benar)”. (Ar-Rum/30:41). 

Ibnu Katsir Rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, “Zaid bin Rafi‟ 

berkata, „Telah nampak kerusakan,‟ maksudnya hujan tidak turun di daratan yang 

mengakibatkan paceklik dan di lautan yang menimpa binatang-binatangnya”. 

Untuk perbaikan atau pemulihan habitat dan stok sumber daya ikan di 

Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Susi Pudjiastuti akhirnya 

mengeluarkan sebuah peraturan yang mana salah satunya tertuang dalam 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) No.2 Tahun 2015 

tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat 

tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. 

PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 ini diberlakukan setelah diundangkannya 

peraturan tersebut yakni mulai tanggal 9 Januari 2015. Terbitnya Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan 

alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah 

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia menegaskan pentingnya 

perhatian atas daya dukung dan kelestarian sumber daya perikanan untuk 

dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 

Indonesia. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 juncto 
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Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan.
1
 Peraturan tersebut 

muncul sebagai gebrakan Menteri Susi Pudjiastuti dalam menahkodai 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai lembaga pemerintah yang 

konsen dalam bidang kelautan dan perikanan. 

Berdasarkan data KKP tahun 2012, jumlah alat tangkap yang digunakan 

untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesia sekitar 1,177 juta unit. Dari data 

tersebut sebanyak 1,66% atau sebanyak 19.544 unit merupakan alat tangkap pukat 

tarik (cantrang). Kebijakan ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan 

kepatuhan masyarakat nelayan yang ada di Indonesia dalam pengelolaan 

perikanan yang bertanggung jawab. Pada kondisi sumber daya ikan yang 

mengalami tangkap lebih dan kerusakan habitat seperti di Indonesia saat ini, 

pemberlakuan kebijakan ini jelas akan berdampak pada perbaikan atau pemulihan 

habitat dan stok sumber daya ikan di Indonesia. Hal ini juga nantinya akan 

meningkatkan hasil tangkap per satuan usaha (CpUE) dari nelayan karena stok 

mengalami pemulihan.
2
 Berikut adalah daftar alat tangkap yang diperbolehkan 

oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
3
: 

Tabel 1.1 

Alat Tangkap Ikan Yang Diperbolehkan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia 

 

No Alat Tangkap Yang Diperbolehkan 

1. Kelompok Jaring lingkar (surrounding nets) 

                                                           
1
 http://villagerspost.com/today-feature/pelarangan-alat-tangkap-merusak-harus-

dibarengi-solusi.html (Selasa, 19 April 2016, 21.38) 
2
 Ir. Sukandar, Fuad, dkk. Tinjauan Akademis Terhadap PERMEN-KP No. 2/2015 , 

(Malang: Tim BPP FPIK – Universitas Brawijaya, 2015). 
3
 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur “Alat Penangkapan Ikan Yang 

Diperbolehkan” http://diskanlut.jatimprov.go.id/?p=2484 (Kamis, 16 Maret 2017, 19.10) 
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2. Jaring lingkar bertali (pukat cincin 1 kapal) 

3. Kelompok penggaruk (dregdes) 

4. Kelompok jaring angkat (lift nets) 

5. Jaring ingsang (gillnets and entarling nets) 

6. Perangkap berpenaju 

7. Alat tangkap yang dijatuhkan/ditebar 

8. Jaring siang malam 

9. Kelompok pancing (hooks and lines) 

10. Berjoran (huhate) 

11. Kelompok alat penjepit dan melukai (grappling and wounding) 

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur (data diolah oleh 

peneliti). 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui nama-nama alat penangkapan ikan yang 

diperbolehkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menurut 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Food Agriculture 

Organization (FAO, sebuah lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa 

Bangsa yang menangani masalah pangan dan pertanian dunia), pada tahun 1995 

mengeluarkan suatu tata cara bagi kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung 

jawab (Code of Conduct for Resposible Fisheries – CCRF). Dalam CCRF ini, 

FAO menetapkan serangkaian kriteria bagi teknologi penangkapan ikan ramah 

lingkungan diantaranya; alat tangkap harus memiliki selektivitas yang tinggi, 

tidak merusak habitat tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan organisme 

lainnya, tidak membahayakan nelayan, menghasilkan ikan yang bermutu baik, 

hasil tangkapan yang terbuang minimum, alat tangkap yang digunakan harus 

memberikan dampak minimum terhadap keanekaragaman sumberdaya hayati 

(biodiversity), tidak menangkap jenis ikan yang dilindungi Undang-Undang atau 
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terancam punah, dan terakhir diterima secara sosial yang artinya dimasyarakat 

nelayan tidk menimbulkan konflik.
4
 

Selain alat penangkapan ikan yang diperbolehkan ada juga alat 

penangkapan ikan yang dilarang. Kriteria alat tangkap ikan yang dilarang adalah 

kebalikan dari alat tangkap yang ramah lingkungan yaitu; tidak selektif atau 

memiliki selektivitas yang rendah, merusak habitat tempat tinggal dan 

berkembang biak ikan dan organisme lainnya, membahayakan nelayan, hasil 

tangkapan ikan yang terbuang maximum (banyak), alat tangkap yang menangkap 

jenis ikan yang dilindungi Undang-Undang atau yang terancam punah. Berikut 

adalah daftar alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana di jelaskan dalam 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015
5
: 

Tabel 1.2 

Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Menurut  Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan No.2 Tahun 2015 

 

No Alat Tangkap Yang Dilarang 

1. Pukat hela dasar berpalang (beam trawls) 

2. Pukat hela dasar berpapan (otter trawls) 

3. Pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) 

4. Nephrops Trawl 

5. Pukat udang (shrimp trawls) 

6. Pukat ikan 

7. Pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls) 

8. Pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls) 

9. Pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls) 

                                                           
4
 http://alansmart.blogspot.co.id/2013/06/kriteria-alat-tangkap-ikan-yang-

ramah_2.html?m=1 (Senin, 06 Agustus 2017, 20.20) 
5
 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) Nomor 2 Tahun 2015. 
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10. Pukat dorong 

11. Pukat tarik pantai (beach seines) 

12. Dogol (danish seines) 

13. Scottish seines 

14. Pair seines 

15. Payang 

16. Cantrang 

17. Lampara Dasar 

Sumber: PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 (data di olah oleh peneliti). 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nama-nama alat tangkap ikan 

yang dilarang sebagaimana diatur dalam PERMEN-KP No. 2 tahun 2015 pada 

pasal 2 bahwa “setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat 

hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di seluruh wilayah pengelolaan perikanan 

Negara Republik Indonesia”, hal ini berarti terdapat larangan keras bagi setiap 

orang atau warga Negara Republik Indonesia dalam penggunaan alat penangkapan 

ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di seluruh wilayah 

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, karena alat penangkapan ikan 

pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) merupakan alat tangkap ikan yang 

tidak selektif. 

Pukat hela  (trawls) merupakan kelompok alat penangkapan ikan yang 

terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka 

mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang 

kapal yang sedang melaju. Selain itu pengoperasiannya juga dilakukan pada 

kolom maupun dasar perairan, umumnya alat tangkap tersebut digunakan untuk 

menangkap ikan pelagis maupun ikan damersal termasuk udang dan crustocea. 
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Pukat hela dasar dioperasikan di dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan 

damersal, udang dan crustocea lainnya. Sedangkan pukat hela pertengahan 

dioperasikan di kolom perairan dan umumnya digunakan untuk menangkap ikan 

pelagis. Pukat tarik (seine nets) merupakan alat penangkapan ikan berkantong 

tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya dengan cara melingkari 

gerombolan ikan lalu menariknya ke kapal yang sedang berhenti melalui tali 

selambar di kedua bagian sayapnya. Selain itu, pengoperasiannya juga dilakukan 

pada permukaan, kolom maupun dasar perairan dan alat penangkapan ikan ini 

digunakan untuk menangkap ikan damersal dan ikan pelagis tergantung jenis 

pukat tarik yang digunakan. Pukat tarik pantai dioperasikan di daerah pantai untuk 

menangkap ikan pelagis dan demersal yang hidup di daerah pantai. Dogol dan 

lampara dasar dioperasikan pada dasar perairan, umumnya digunakan untuk 

menangkap ikan damersal dan payang dioperasikan di kolom perairan yang 

umumnya digunakan untuk menangkap ikan pelagis.
6
 Berikut beberapa contoh 

alat penangkapan ikan yang dilarang dalam PERMEN-KP No. 2 tahun 2015: 

   

      Gambar 1.1 Pukat Udang    Gambar 1.2 Payang 

                                                           
6
 Firhat Syauqi Aulia Ula, “Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI 

Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan 

Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Kabupaten Lamongan” (Skripsi 

tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga, 2016), 4-5. 
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        Gambar 1.3 Cantrang    Gambar 1.4 Dogol 

Pukat Udang pada gambar 1.1 di atas merupakan alat untuk menangkap 

ikan yang berbentuk kantung dengan sasaran tangkapannya udang. Jaring 

dilengkapi 2 buah papan pembuka mulut jaring yang tujuan utamanya untuk 

menangkap udang dan ikan dasar (damersal), yang dalam pengoperasiannya 

menyapu dasar perairan dan hanya boleh ditarik oleh satu kapal motor. Alat ini 

memang efektif untuk menangkap ikan dalam jumlah yang banyak namun tidak 

selektif, sehingga bisa merusak semua yang dilewati alat ini.
7
 Payang pada 

gambar 1.2 di atas merupakan alat tangkap yang pengoperasiannya dilakukan 

pada lapisan perairan. Payang mempunyai tingkat selektifitas yang rendah, 

disebabkan penggunaan mesh size yang kecil sehingga dapat menangkap ikan-

ikan kecil seperti teri sampai ikan yang berukuran lebih besar seperti tongkol, dan 

sebagainya. Payang secara ekonomis termasuk alat tangkap yang menguntungkan 

karena menghasilkan tangkapan ikan yang bernilai ekonomis tinggi (teri nasi) dan 

                                                           
7
 Anggi Soesalit “Pukat Udang (Shrimp Trawl)”, 

http://penyuluhkp.blogspot.co.id/2013/03/pukat-udang-shrimp-trawl-menurut.html?m=1 

(Selasa, 14 Februari 2017, 23.00) 
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juga untuk menangkap ikan-ikan besar semacam tongkol, tengiri, dan 

sebagainya.
8
 

Cantrang pada gambar 1.3 di atas adalah alat penangkap ikan berbentuk 

kantong terbuat dari jaring dengan 2 (dua) panel dan tidak dilengkapi alat 

pembuka mulut jaring. Cantrang memiliki sifat non-selektif, apapun yang ada di 

mulut jaring akan masuk ke dalam, terlebih dengan mata jaring yang berukuran 

1,5 inci yang menyebabkan ikan-ikan kecil tidak dapat meloloskan diri dan 

berdampak pada keberlanjutan sumberdaya ikan karena ikan kecil tidak diberi 

kesempatan untuk tumbuh dan memperbanyak spesiesnya.
9
 Sedangkan dogol 

pada gambar 1.4 di atas merupakan alat penangkapan ikan yang terbuat dari bahan 

jaring yang dibentuk berkantong untuk menampung hasil tangkapan, bentuknya 

hampir menyerupai payang namun ukurannya lebih kecil. Bentuk kantong pada 

alat tangkap ini berfungsi sebagai tempat terkumpulnya hasil tangkapan dan pada 

ujung kantong diikat dengan tali untuk menjaga hasil tangkapan agar tidak mudah 

lolos (lepas). Sasaran utama tangkapan dari alat tangkap dogol ini adalah udang 

dogol dan ikan pepetek tidak berkemungkinan juga ikan-ikan dasar (damersal) 

juga ikut seperti cumi-cumi, gurita, bawal hitam, bawal putih, teri, kepiting, ikan 

pari, dan lain sebagainya.
10

 

                                                           
8
 Anggi Soesalit “Alat Tangkap Payang”, http://penyuluhkp.blogspot.co.id/2013/04/alat-

tangkap-payang.html?m=1 (Selasa, 14 Februari 2017, 23.26) 
9
 http://dema.faperta.ugm.ac.id/2016/05/16/menilik-pelarangan-alat-tangkap-cantrang-

per-2017-mendatang/ (Selasa, 10 Januari 2017, 11.59) 

10
 Samsudin “Pukat Kantong Dogol (Danish Seine)”, 

http://samsudinpunya.blogspot.co.id/2011/03/pukat-kantong-dogol-danish-seine-1.html?m=1 

(Rabu, 15 Februari 2017, 00.05) 
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Konsekuensi yang harus diterima oleh para nelayan jika masih 

menggunakan alat tangkap ikan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 2  Tahun 2015 yaitu penghentian operasi alat penangkapan 

ikan tersebut. Hal ini akan menurunkan hasil tangkapan ikan secara nyata dan 

penghasilan atau sumber mata pencaharian nelayan yang ada di Indonesia. Dan 

kerugian ekonomis dari kebijakan ini yakni akan menimbulkan dampak sosial 

yang cukup tinggi seperti pengangguran yang meningkat, semakin tingginya 

angka kejahatan, dan menurunnya hasil tangkap ikan yang berakibat pada 

penurunan pendapatan atau penghasilan. 

Dengan munculnya PERMEN-KP No 2 Tahun 2015 tersebut banyak 

masyarakat yang pro dan kontra. Demo dan penolakan terjadi dimana-mana, 

berbagai lapisan masyarakat membentuk aliansi mengatasnamakan nelayan dan 

semua berbondong-bondong menggelar aksi termasuk di Kabupaten Tuban. 

Hingga sampai setelah diberlakukannya peraturan tersebut mengakibatkan ratusan 

kapal tidak beroperasi hanya parkir di tepian bibir pantai dan banyak nelayan yang 

libur melaut. Jika hal tersebut terus berlanjut maka banyak nelayan yang akan rugi 

dan tidak mendapat penghasilan. Dengan demikian maka akan sangat 

mempengaruhi penghidupan dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sedangkan 

masyarakat yang pro dengan PERMEN-KP No 2 tahun 2015 memberikan 

argumen-argumen tertulis di sosial media bahwasanya langkah yang di ambil oleh 

Menteri Kelautan dan Perikanan sudah tepat menimbang bahwa penggunaan alat 

penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah 

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan 
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menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber 

daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan 

ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets). Oleh karena itu jika 

masyarakat nelayan tidak mendapatkan penghasilan atau penghasilannya menurun 

sedangkan jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan maka akan 

sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat nelayan. 

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan seseorang 

baik sosial material maupun spiritual yang disertai dengan rasa keselamatan, 

kasusilaan dan ketentraman lahir dan batin sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

jasmaniah, rohaniah, dan sosialnya. Gambaran masyarakat sejahtera adalah 

masyarakat yang secara kuantitatif memiliki pendapatan yang layak untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan diri secara wajar dan secara 

kualitatif dapat menikmati kehidupan yang nyaman secara fisik dan spiritual.
11

 

Kesejahteraan dalam Islam pada intinya mencakup dua hal pokok yaitu 

kesejahteraan yang bersifat jasmani (lahir) dan rohani (batin). Sejahtera lahir dan 

batin tersebut harus terwujud dalam setiap pribadi (individu) yang bekerja untuk 

kehidupannya sendiri, sehingga akan terbentuk keluarga/masyarakat dan negeri 

yang sejahtera. Nabi Muhammad SAW bersabda; “Apabila seseorang diantara 

kamu bekerja walaupun di dalam batu karang yang keras tiada berpintu ataupun 

                                                           
11

 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik (Pemerintahan dan Otonomi Daerah), (Jakarta: 

Grasindo, 2007), 307. 
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berlobang, niscaya Allah akan mengeluarkannya (agar terlihat) keberadaannya 

oleh manusia” (HR. Abu Daud).
12

 

Dalam Al-Qur‟an juga disebutkan beberapa ayat yang terkait dengan 

kesejahteraan keluarga/masyarakat di antaranya dalam QS. Al-Isra ayat 26, Allah 

SWT berfirman; 

 

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah 

kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (QS. Al-

Isra/17:26).  

Kemudian dalam QS. Al-Maun ayat 1-3, Allah berfirman; 

 

Artinya “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (1) Itulah orang yang 

menghardik anak yatim (2) dan tidak menganjurkan memberi makan 

orang miskin (3)” (QS. Al-Maun/107:1-3). 

Adapun yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat nelayan disini 

yaitu kesejahteraan yang dicapai dengan terpenuhinya tiga aspek kesejahteraan 

(indikator kesejahteraan) yakni terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, kebutuhan 

                                                           
12

 https://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsir-

tahlil (Selasa, 08 Agustus 2017, 20.50) 
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sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangan.
13

 Akan tetapi dalam penelitian 

ini, hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang dilihat dari 

pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan yakni diantaranya 

dari pengeluaran rumah tangga, konsumsi energi dan protein/kecukupan gizi, 

kualitas rumah tinggal, fasilitas rumah tangga, status kepemilikan rumah tinggal, 

dan angka kesakitan.
14

 Hal itu bisa dilihat dari tingkat pendapatan yang diperoleh 

masyarakat nelayan setelah diterapkannya PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 

tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukan hela (trawls) dan pukat 

tarik (seine nets) di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tahun 2017. 

Palang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban 

dengan jumlah penduduk kebanyakan bermatapencaharian sebagai nelayan yang 

menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine 

nets). Dari satu Kecamatan Palang yang terdiri dari 19 Desa. Yang 

bermatapencaharian sebagai nelayan ada 6 Desa akan tetapi nelayan yang 

menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine 

nets) hanya terdapat di 3 Desa yaitu Desa Palang, Desa Glodok, dan Desa 

Karangagung yang berjumlah 6.016 jiwa atau orang. 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa setelah diterbitkan 

dan diberlakukannya PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 terutama yang tertuang 

dalam pasal 2 yang berbunyi “setiap orang dilarang menggunakan alat 

penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di seluruh 

                                                           
13

 http://www.bkkbn.go.id/privince/yogya/MENU 04.htm (Rabu, 11 Mei 2016, 08.00) 
14

 Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016 (Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016), 13-

87. 
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wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”, maka hal ini 

mengakibatkan banyak kapal-kapal yang tidak beroperasi hanya parkir di bibir 

laut saja dan banyak nelayan yang libur karena alat tangkap mereka dilarang 

dipergunakan, yang secara otomatis mempengaruhi hasil pendapatan dan 

berimbas kepada kesejahteraan keluarganya. Meskipun kebijakan ini 

diterbitkannya tahun 2015 akan tetapi penerapan di Kecamatan Palang baru 

dimulai tanggal 1 Januari 2017. Alat tangkap ikan yang digunakan mereka 

dilarang untuk digunakan karena sebagian besar dari masyarakat Kecamatan 

Palang terutama 3 Desa yang disebutkan di atas menggantungkan hidupnya 

dengan mencari ikan dilaut. Hal ini juga berdasarkan pemaparan dari salah satu 

narasumber yaitu bapak Eko Wahyudi yang merupakan salah satu nelayan di 

Kecamatan Palang yang berdomisili di Desa Palang, beliau mengatakan: 

Kalau penghasilan nelayan sebelum adanya larangan penggunaan alat penangkapan ikan 

tersebut ya bisa mencapai 10-15 ton disetiap kali penangkapan, itupun kalau lagi ramai 

kalau lagi sepi hanya sekitar 5-7 ton itu rata-ratanya, tapi semenjak ada larangan tersebut 

ya hanya sekitar 3-5 ton disetiap kali miyang atau penangkapan. Dan kalau jadi diganti ya 

menggunakan jaring siang malam.
15

 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 

mempengaruhi hasil tangkap ikan yang sebelum diberlakukannya kebijakan 

masyarakat nelayan Palang bisa memperoleh hasil tangkapan 10-15 ton atau 5-7 

ton disetiap kali melaut dan setelah diberlakukannya kebijakan larangan 

penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) 

hasil tangkapan ikan menjadi menurun hanya sekitar 3-5 ton saja. Jika terjadi 

                                                           
15

 Wawancara oleh Bapak Eko Wahyudi (Nelayan Desa Palang), pada tanggal 13 Mei 

2016, 10.15 
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penurunan terhadap hasil penangkapan ikan maka secara otomatis juga 

berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat nelayan di Kecamatan 

Palang Kabupaten Tuban. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih jauh 

mengenai bagaimana respon masyarakat nelayan terhadap kebijakan larangan 

penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine 

nets), sekaligus mengetahui bagaimana kesejahteraan masyarakat nelayan yang 

ada di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, dan seberapa besar Pengaruh 

Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangakapan Ikan Pukat Hela (Trawls) 

dan Pukat Tarik (Seine Nets) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di 

Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Tahun 2017. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana respon masyarakat nelayan terhadap kebijakan larangan 

penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine 

nets)? 

2. Bagaimana kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang 

Kabupaten Tuban tahun 2017 setelah diberlakukannya kebijakan? 

3. Seberapa besar pengaruh kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan 

ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) terhadap kesejahteraan 

masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tahun 2017? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan respon masyarakat nelayan terhadap kebijakan larangan 

penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine 

nets). 

2. Mendeskripsikan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang 

Kabupaten Tuban tahun 2017 setelah diberlakukannya kebijakan. 

3. Menganalisis seberapa besar pengaruh kebijakan larangan penggunaan alat 

penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) terhadap 

kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban 

tahun 2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Berhubungan dengan tujuan penelitian diatas, maka peneliti paparkan 

beberapa manfaat dari peneilitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: Dari segi teoritis, penelitian ini termasuk dalam rangka 

pengembangan ilmu pengetahuan yang khususnya tentang politik. Secara 

akademis, penelitian ini diharapkan juga mampu memberi sumbangan kepada 

UIN Sunan Ampel Surabaya dan khususnya kepada Prodi Filsafat Politik 

Islam, kepada mahasiswa/mahasiswi maupun dosen dan perpustakaan sebagai 

bahan bacaan yang bersifat ilmiah dan sebagai kontribusi intelektual. 

2. Manfaat Praktis: sedangkan dari segi praktis, penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan landasan berpikir mengenai sebuah kebijakan. Selain itu, 

bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai 
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pertimbangan dalam mengeluarkan peraturan setelahnya dan sebagai bahan 

analisa dan wacana kedepan mengenai pengaruh kebijakan larangan 

penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine 

nets) terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang 

Kabupaten Tuban tahun 2017. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela 

(trawls) dan pukat tarik (seine nets) 
 

Kebijakan menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt adalah 

keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan 

(repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka 

yang mematuhi keputusan tersebut.
16

 Kebijakan yang di maksud dalam 

penelitian ini adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 

2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) 

dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara 

Republik Indonesia. Sebuah kebijakan lahir karena ada suatu masalah yang 

hendak dipecahkan. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan 

Perikanan Susi Pudjiastusti untuk perbaikan atau pemulihan habitat dan stok 

sumber daya ikan di Indonesia, khususnya pasal 2 yang berbunyi “setiap 

orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan 

                                                           
16

 Charles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 47. 
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pukat tarik (seine nets) di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara 

Republik Indonesia”.
17

 

2. Kesejahteraan masyarakat nelayan 

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan 

seseorang yaitu baik sosial material maupun spiritual yang disertai dengan 

rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan jasmaniyah, rohaniyah dan sosialnya.
18

 Adapun yang 

dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat nelayan disini yaitu kesejahteraan 

yang dicapai dengan terpenuhinya tiga aspek kesejahteraan (indikator 

kesejahteraan) yakni terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, kebutuhan sosial 

psikologis, dan kebutuhan pengembangan.
19

 Akan tetapi dalam penelitian ini, 

hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang dilihat dari 

pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan yakni 

diantaranya dari pengeluaran rumah tangga, konsumsi energi dan 

protein/kecukupan gizi, kualitas rumah tinggal, fasilitas rumah tangga, status 

kepemilikan rumah tinggal, dan angka kesakitan.
20

 Hal itu bisa dilihat dari 

tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat nelayan setelah diterapkannya 

PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat 

penangkapan ikan pukan hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di 

Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tahun 2017.  

                                                           
17

 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) Nomor 2 Tahun 2015. 
18

 Sudarman  Danim, Transformasi Sumber Daya Manusia: Analisis Fungsi Pendidikan 

Dinamika Perilakudan Kesejahteraan Manusia Indonesia Masa Depan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1995), 7. 
19

 http://www.bkkbn.go.id/privince/yogya/MENU 04.htm (Rabu, 11 Mei 2016, 08.00) 
20

 Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016 (Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016), 13-

87. 
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F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika 

Pembahasan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan membahas tentang Kajian Teori yaitu Kebijakan 

Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat 

Tarik (Seine Nets), Teori Kesejahteraan Masyarakat Nelayan, Penelitian 

Terdahulu, Kerangka Berpikir, dan Hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini terdiri dari Pendekatan dan Jenis Penelitian, Variabel 

Penelitian dan Indikator Variabel Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data 

dan Jenis Data (Data Primer, Data Sekunder Data Kualitatif, dan Data 

Kuantitatif), Tehnik Pengumpulan Data (Observasi, Angket, Dokumentasi dan 

Wawancara), serta Teknik Analisis Data (Statistik Deskriptif Dan Statistik 

Inferensial). 

BAB IV : PENYAJIAN DATA 

Pada bab ini akan membahas mengenai Deskripsi Lokasi Penelitian, 

Karakteristik Responden, Penyajian Data dan Pengujian Hipotesis (Penyajian 

Data Mengenai Respon Masyarakat Nelayan Terhadap Kebijakan Larangan 

Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) da Pukat Tarik (Seine 

Nets), Penyajian Data Tentang Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan 
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Palang Kabupaten Tuban Tahun 2017 Setelah Diberlakukannya Kebijakan, dan 

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Pengaruh Kebijakan Larangan Penggunaan 

Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) 

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Palang Kabupaten 

Tuban Tahun 2017. 

BAB V : PEMBAHASAN DAN DISKUSI HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini nantinya akan menganalisis tentang Respon Masyarakat 

Nelayan Terhadap Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat 

Hela (Trawls) da Pukat Tarik (Seine Nets), Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di 

Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Tahun 2017 Setelah Diberlakukannya 

Kebijakan, dan Pengaruh Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan 

Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Tahun 2017. 

BAB VI : PENUTUP 

Pada BAB ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN
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